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1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dmpak yang 
sangat luas terhadap dunia perpustakaan. Perpustakaan yang secara tradisional 
merupakan sumber utama produk informasi yang sebagian besar  dalam 
bentuk tercetak, tidak luput dari teknologi ini. Perubahan peran teknologi 
informasi memperluas peran perpustakaan tradisional melampaui koleksi 
buku dan pelayanan berbasis cetak yang menjadi citranya hingga kini. 
Perpustakaan modern dewasa ini menyediakan aneka ragam (spectrum) secara 
menyeluruh produk dan pelayanan informasi, baik yang berbasis cetak 
maupun elektronik. 
Kehadiran sarana dan prasarana teknologi informasi ini menuntut 
perpustakaan untuk merombak sistem orientasi kerjanya baik yang bersifat 
internal / hal-hal dari dalam maupun eksternal/hal-hal yang berasal dari luar 
dalam upaya memberikan layanan pada pengguna. Hal yang terakhir tersebut 
saat ini telah menjadi satu kebutuhan utama atau bahkan sudah menjadi 
tuntutan bagi pengguna perpustakaan. 
Automasi perpustakaan sebagai suatu kegiatan pengkomputerisasian 
rutinitas dan operasi sistem kerumahtanggaan perpustakaan, mencakup 
beberapa bidang antara lain : pengadaan, pengolahan bahan pustaka dan 
pelayanan kepada pengguna. 
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Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional sehari-
hari, maka berdasarkan standard Perpustakaan Perguruan Tinggi yang 
dikeluarkan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Nasional, 
perpustakaan diwajibkan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. 
Dengan demikian automasi pelayanan melalui tahapan-tahapan sebagaimana 
tersebut di atas perlu mendapat prioritas penangana. Tujuan ini adalah untuk 
meningkatkan efisiensi menuju alur kerja yang lebih cepat dan sistematis, 
mempermudah dan mempercepat layanan, juga memberikan kemudahan akses 
informasi oleh pengguna. 
Memang benar perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 
yang sangat pesat telah melahirkan era globalisasi di egala bidang, baik 
ekonomi, budaya, politik maupun informasi. Era globalisasi informasi 
ditandai dengan membanjirnya informasi dalam berbagai bidang, dengan 
berbagai bentuk dan medianya, yang dengan mudah dapat kita akses dari 
berbagai penjuru dunia seakan-akan dunia ini tanpa bat s. Perkembangan 
tersebut berimbas langsung terhadap dunia perpustakaan, yang merupakan 
salah satu mata rantai informasi yang menjembatani perkembangan informasi 
tersebut dengan masyarakat pengguna. 
Kalau kita cermati, hal ini dapat merupakan peluang, tantangan dan 
sekaligus ancaman bagi perpustakaan, terutama bagi para pustakawannya 
dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi di tengah era 
persaingan global, dimana mekanisme pasar menjadi kekuatan utama dalam 
perbutan pangsa pasar. Untuk itu perpustakaan perlu mengikuti ketentuan 
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yang diberlakukan dalam pasar bebas, agar dapat bersaing secara adil dalam 
pasar global. Disamping itu untuk dapat bertahan dalam era ini, perpustakan 
dituntut pula untuk senantiasa bersikap dinamis artinya penuh semangat dan 
adaptif artinya mudah menyesuaikan diri dengan keadaan terhadap 
perkembangan yang terjadi, peka dan bijak terhadap tuntutan pemakai, serta 
mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada bagi tercapainya kepuasan 
pengguna. 
Salah satu potensi yang perlu dipikirkan untuk selanjutnya 
dikembangkan guna menopang perumusan strategi dalam pengelolaan dan 
pelayanan informasi serta pengembangan perpustakaan secara menyeluruh 
agar tetap mampu bersaing dalam pasar global adalah bid ng sumber daya 
manusia (SDM). Sebagaimana dikatakan Ahmadjayadi, 
“… Tekanan globalisasi menuntut SDM untuk mampu menjadi 
tenaga-tenaga yang handal dan siap memberikan pelayanan yang 
memuaskan pelanggan, mengembangkan kemampuan baru, produk 
baru yang inovatif, memiliki komitmen, dan mampu meng lola 
perubahan melalui kerjasama kelompok. Mereka dituntu  untuk 
berpikir global, serta mempunyai visi yang jauh berwawasan ke depan. 
Dengan demikian perhatian dan pembinaan kepada SDM merupakan 
salah satu faktor yang harus ditingkatkan.” Ahmadjayadi (1997 : 12). 
 
Sedangkan pentingnya memperhatikan faktor SDM di perpustakaan 
(pustakawan) antara lain adalah karena pustakawan merupakan salah satu 
sumber daya yang menggerakkan sumber daya lain agar perpustakaan 
berperan optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga 
pustakawan merupakan faktor yang sangat menentukan citra dan kinerja 
perpustakaan, sekarang dan masa yang akan datang, krena dialah yang 
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merencanakan, menghasilkan dan memasarkan semua produk dan jasa kepada 
pemakai perpustakaan. 
Kepuasan kerja merupakan beberapa masalah yang menonjol di 
bidang SDM yang dihadapi oleh para pustakawan yang perlu mendapat 
perhatian serius dari pimpinan perpustakaan dan pimpinan-pimpinan terkait 
lainnya dimana pustakawan bernaung. Hal ini karena kepuasan dan motivasi 
kerja dapat berpengaruh langsung terhadap prestasi dan produktivitas kerja 
serta keberhasilan sebuah organisasi. 
 Disadari sepenuhnya bahwa masalah kepuasan kerja merupakan 
faktor yang sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi (termasuk 
organisasi perpustakaan), maka sangat penting dan mendesak untuk dilakukan 
penelitian tentang kepuasan kerja di UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro Semarang. Apalagi saat ini Universitas Diponegoro tengah 
mempersiapkan diri untuk melaksanakan program BLU (Badan Layanan 
Umum) dalam pengelolaan perguruan tingginya, dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Bab I Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah 
ini yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut 
BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip ef siensi dan 
produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum, yang 
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selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang 
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum  dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah i i, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya,  
sehingga ini merupakan momentum yang tepat untuk dilakukan penelitian 
tersebut, agar hasilnya dapat dijadikan masukan bagi pimpinan perpustakaan 
maupun pimpinan universitas untuk dapat ditindaklanjuti, sehingga benar-
benar dapat dicapai tingkat kepuasan dan motivasi kerja yang tinggi di 
kalangan pustakawan. Dengan dicapainya tingkat kepuasan dan motivasi kerja 
yang tinggi, diharapkan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro melalui 
para pustakawannya mampu bersaing dalam era informasi global serta 
meningkatkan tugas, dan fungsinya dalam menunjang perce atan 
pengembangan Universitas Diponegoro dengan program BLU yang bermuara 
pada peningkatan mutu layanan dan kemandirian. 
Dari beberapa teori yang saya kemukakan sebagai acuan dalam 
melakukan penelitian  adalah Kepmenpan Nomor : 132/Kep/M.PAN/12/2002; 
Perpres RI No. 40 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional 
Arsiparis dan Pustakawan; Undang-undang No. 43 Tahun 2007; Perpres RI 
No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan; 
Peraturan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 2 Tahun 2008 
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 
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Kreditnya, pustakawan diakui oleh pemerintah Indonesia secara resmi pada 
tanggal 29 Februari 1988 yaitu dengan ditetapkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor : 18Tahun 1988 
tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Pustakaw n dan Angka 
Kreditnya. Maka dipandang perlu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan 
dan kebutuhan Pejabat Fungsional Pustakawan ini diperbarui tentang 
tunjangan fungsionalnya salah satu contohnya dalam PERPRES RI Nomor : 
40 Tahun 2006 tentang tunjangan jabatan Fungsional Arsiparis dan 
Pustakawan namun Perpres ini sudah tidak berlaku lagi k rena dipandang 
sudah tidak memenuhi syarat kebutuhan tentang kesejahteraan para pejabat 
fungsional pustakawan zaman di abad ini maka diterbitkan peraturan yang 
baru untuk meningkatkan tingkat kinerja pustakawan, tunjangan jabatan 
fungsional pustakawan akan diuraikan pada tinjauan pustaka dalam bab 
berikutnya. Tunjanagan Jabatan Fungsional Pustakawan ini ( Perpres RI 
Nomor : 47 Tahun 2007), disesuaikan tingkat kepangktan dan besar kecilnya 
tidak sama menurut masing-masing golongan yang didudukinya. 
Sehubungan dengan perubahan Perpres tersebut di atas, h l ini sangat 
penting bagi pustakawan maupun instansi tempat mereka b kerja artinya 
sama-sama mendapatkan keuntungan untuk perpustakaan n semakin lebih 
baik dalam tujuannya untuk melayani masyarakat dalam mencari informasi 
yang dibuthkan semakian meningkat, bagi pustakawan sendiri akan merasa 
diperhatikan oleh pemerintah bahwa daya beli untuk kebutuhan hidup 
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semakin berat, maka ini penting pemerintah meninjau kembali tunjangan 
fungsional pustakawan untuk menaikkannya. 
Keuntungan perubahan Perpres RI No. 40 Tahun 2006 ke Perpres RI 
No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional dan Pustakawan 
sudah selayaknya dan wajar untuk mendorong meningkatkan kinerja yang 
lebih tinggi bagi para pustakawan karena telah diupayakan oleh pemerintah 
dalam penerimaan tunjangan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam 
hal ini khususnya bagi pustakawan sebagai penerima tunj ngan,  sebagian 
berpendapat lebih beruntung walaupun dari kenaikan yang diterima belum 
begitu terasa untuk menutup kebutuhan sehari-hari akan tetapi tetap lebih 
beruntung daripada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di perpustakaan bukan 
pustakawan. 
Kondisi kepuasan kerja bagi pustakawan itu sendiri adalah sadar 
bahwa dengan mendapatkan tambahan penerimaan tunjanga  selain gaji 
merasa bersyukur dan lega untuk mencdapai tingkat kepuasan dalam kinerja 
sebagai pejabat fungsional pustakawan, karena telah disesuaikan 
tunjangannya dan pustakawan akan lebih tenang dalam bekerja, sehinga 
tercipta situasi dan kondisi kerja yang baik. Situasi seperti ini, akan 
memberikan jalan bagi pustakawan untuk merefleksikan segenap potensinya 
berupa peningkatan produktivitas dan mutu bekerja. 
Diharapkan dalam perubahan perpres ini bisa mempengaruhi semua 
pejabat fungsional pustakawan, jika dalam kenyataannya tunjangan jabatan 
fungsional ini dianggap sangat bernilai oleh pustakawan dampaknya 
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diasumsikan bahwa ia akan memotivasi tingkahlaku yang konsisten untuk 
memperbaiki prestasi kerja. Namun jika tunjangan jabat n fungsional itu 
dianggap tidak cukup bernilai atau bahkan tidak sama sekali, dampaknya pada 
prestasi kerja yang diinginkan sangat kecil atau bahkan tidak ada. 
Dari uraian yang telah disebutkan di atas, mendorong penulis untuk 
mengkaji lebih dalam dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidaknya 
dalam perubahan Perpres RI No. 40 Tahun 2006 ke Perpres RI No. 47 Tahun 
2007 tentang perubahan tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan  
Pustakawan yang diterima dibarengi dengan peningkatan kerja semestinya. 
Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian ”Pengaruh perubahan 
Perpres RI No. 40 Tahun 2006 ke Perpres RI No. 47 Tahun 2007 
terhadap kepuasan kerja pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro Semarang”. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka d pat di 
rumuskan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1.2.1 Apakah perubahan Perpres RI No. 40 Tahun 2006ke Perores RI No.: 47 
Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan 
mempengaruhi tingkat kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro? 
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1.2.2.Bagaimana kepuasan kerja pustakawan di UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, bagaim na ada 
pengaruh tidaknya terhadap perubahan Perpres Republik Indonesia Nomor : 
40 Tahun 2006 ke Perpres Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2007 
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, serta bagaimana kepuasan 
kerja bagi pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. 
 
1.4.   Identifikasi Masalah 
Berdasarkan masalah yang ada, dapat diidentifikasi pokok-pokok 
masalah sebagai berikut :        
Sejauh mana kepuasan kerja pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro Semarang dan pengaruh perubahan perubahan Perpres Ri No. 40 
Tahun 2006 ke Perpres RI No. 47 Tahun 2007 
 
1.5.  Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan permasalahannya yang telah dirumuskan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah : 
1.5.1 Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan kerja pust kawan di UPT  
Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang 
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1.5.2 Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan Perpres RI No. 
40 Tahun 2006 ke Perpres RI No. 47 Tahun 2007 terhadap 
Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 
Semarang. 
 
1.6.  Kegunaan Penelitian  
1.6.1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 
 1) Untuk memberikan masukan bagi para pimpinan perpustakaan dan 
pimpinan-pimpinan terkait lainnya dimana pustakawan bernaung, 
mengenai pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja pustakawan, sehingga 
dapat dicapai tingkat kepuasan dan motivasi kerja yang tinggi di 
kalangan pustakawan; 
         2) Sebagai bahan masukan bagi UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro dalam melakukan evaluasi, pembenahan dan 
penyempurnaan terhadap pelaksanaan jabatan  fungsional 
pustakawan, agar dapat lebih mampu mengusahakan terwujudnya      
kepuasan   dan motivasi kerja yang tinggi di kalangan pustakawan. 
 
1.6.2. Kegunaan Teoritis 
Dari segi teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah 
bahan referensi dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, 
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khususnya sumber daya manusia di Perpustakaan (Pustakawan), 
terutama yang mengkaji tentang teori-teori kepuasan kerja. 
 
1.7.  Kerangka Pemikiran 
Perpustakaan perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi yang 
sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pelaksan an pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) 
bagi lembaga induknya. Namun keberhasilan perpustakaan tersebut dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh motivasi kerja para 
pustakawannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan dan motivasi kerja para 
pustakawannya akan semakin besar pula kemungkinan keberhasilan 
perpustakaan tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan 
















2.1. Jabatan Fungsional Pustakawan 
       2.1.1. Pengertian 
          Jabatan Pustakawan sebagai salah satu jabtan fungsional di 
Indonesia baru ada dan diakui secara resmi oleh pemerintah sejak 
tangal 29 Februari 1988 yaitu dengan ditetapkan Keputusan 
Menpan No. 18 Tahun 1988 tentang Pengakuan Pustakawan secara 
resmi oleh Pemerintah dan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional 
Pustakawan serta Angka Kreditnya, yang kini telah disempurnakan 
dengan Menpan No. 33 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 
          Dalam Keputusan Menpan No. 33 Tahun 1998 bab I pasal 1 
(1) disebutkan pengertian pustakawan sbb.: Pustakawan adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan 
atau unit tertentu lainnya. 
          Penegasan jabatan pustakawan sebagai jabatan fungsional 
tertuang dalam Keputusan Menpan No. 18 Tahun 1988 pasal 1 (2) 
yang berbunyi : Jabatan pustakawan adalah termasuk dalam 
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jabatan fungsional. Sedangkan jabatan fungsional (Wijaya, 1986 : 
24) adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya sangat 
diperlukan untuk melaksanakan tugas suatu unit kerja, misalnya : 
tenaga akademik, dokter, peneliti, perawat, juru ukur, dll.; 
termasuk didalamnya adalah pustakawan. Juga dalam Keputusan 
Menpan No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 disebutkan pengertian 
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 
Dalam Bab I ps. 1 ayat 1, disebutkan pengertian pustakawan 
sebagai berikut : Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya 
disebut Pustakawan adalah  Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. 
 
        2.1.2 Pengangkatan Pustakawan 
Dari pengertian sebagaimana tersebut di atas, jabatan 
fungsional pustakawan hanya dapat diduduki oleh mereka yang 
telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Disamping itu untuk 
pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pustakawan 
(Keputusan Menpan No. 18/1988 pasal 19 (1), seorang PNS harus 
memenuhi syarat-syarat sbb.: 
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1).  Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang 
pusdokinfo serendah-rendahnya setingkat sarjana muda, 
kecuali bagi mereka yang pada saat ditetapkan keputusan 
Menpan No. 18/1988 tanggal 29 Feberuari 1988 telah 
ditugaskan sebagai pustakawan berdasarkan keputusan pejabat 
yang berwenang, dapat berijazah/STTB setingkat SMTA dan 
telah menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan 
IIb; 
2)   Bersedia melaksanakan tugas perpustakaan; 
3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-
kurangnya bernilai baik 
Dari uraian pengertian pengangkatan pustakawan 
tersebut di atas sengaja tetap dipakai untuk acuan dalam 
penulisan penelitian ini karena salah satu sejarah J batan 
Pustakawan Fungsional di Indonesia baru ada dan diakui 
secara resmi oleh pemerintah sejak tanggal 29 Februari 1988 
yaitu ditetapkan Keputusan Menpan No. 18/1988 tentang 
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, yang 
kini telah disempurnakan dengan Keputusan Kepmenpan No. 
132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional 
Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam Bab I ps. 1 ayat 1, 
disebutkan pengertian pustakawan sebagai berikut : Pejabat 
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Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggu  
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat y ng 
berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada 
unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi in tansi 
pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. 
           Setelah berjalan beberapa waktu yang tidak terlalu lama 
diterbitkan lagi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menpan 
No. 18 Tahun1988 karena dianggap sudah tidak relevan lagi 
pada saat itu sebagai pengganti Surat Keputusan Menpan No. 
132/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional 
Pustakawan dan Angka Kreditnya. Setelah itu diterbitkan lagi 
Undang-undang yang baru No. 43/2007 tentang Perpustakaan, 
bahwa dalam Bab I, ps. 1 ayat 8, pengertian Pustakawan dalah 
seseorang yang memiliki kompetensi (kemampuan) yang 
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 
kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab 
untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.         
            Kemudian dalam Peraturan Kepala Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Petunjuk Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 
Bab II A (1), disebutkan bahwa Jabatan Fungsional tertentu 
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adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian 
dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk 
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 
Kemudian ayat (2) disebutkan pula bahwa  Pejabat Fungsional 
Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah : 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang,dan secara penuh oleh pejabat yang berwenang, 
untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) di 
instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. 
 Dari pengertian sebagaimana tersebut di atas, jabatan 
fungsional pustakawan hanya dapat diduduki oleh mereka yang 
telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu 
untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsio al 
pustakawan (Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 pada Bab IV (71) adalah 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi pejabat fungsional 
pustakawan dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
dengan ketentuan sebagai berikut : seorang PNS harus 
memenuhi syarat-syarat sbb.:  
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2.1.3  Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali Jabatan 
Pustakawan Tingkat Terampil  harus memenuhi syarat : 
1) Berijazah paling rendah D2 bidang perpusdokinfo atau D2 
bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon 
Pustakawan Tingkat Terampil 
2)  Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan Iib; 
3) Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan nformasi     
sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut 
4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaia  
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksan an 
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) 
tahun  terakhir; 
5) Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang tentukan 
sebagaimana lampiran III Keputusan Menpan Nomor : 
132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang   akan 
didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah 
angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya. 
2.1.4 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam 
Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli  harus memenuhi syarat : 
1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang perpusdokinfo 
atau sarjana bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat 
Calon Pustakawan Tingkat Ahli; 
2)  Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan III; 
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3)  Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi    
sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut; 
4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaia  
pelaksanaan    pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)   
tahun terakhir; 
5) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan 
sebagaimana Lampiran IV Keputusan Menpan Nomor : 
132/KEP/M.PAN/ 12/2002 sesuai jenjang jabatan yang kan 
didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah 
angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya. 
          Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kinerja 
Pejabat Fungsional Pustakawan  maka diterbitkan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2007 Tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Pada poin a dalam 
peraturan presiden ini, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang 
diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional 
Pustakawan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsio al yang 
sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pekerjaanny . 
Sehubungan dengan hal tersebut pada poin a dan dalam r ngka 
meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan dengan Peraturan 
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Presiden. Peraturan ini yang terakhir dikeluarkan oleh 
pemerintah tentang tunjangan jabatan fungsional pustakawan. 
      Dalam pasal 1 Peraturan Presiden ini dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional 
Pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan 
Pustakawan adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh 
dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan kete tuan 
peraturan perundang-undangan. Tunjangan Pustakawan, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diberikan terhitung mulai 
tanggal 1 Januari 2007. Dengan berlakunya Peraturan P esiden 
dalam pasal 7, maka ketentuan yang mengatur mengenai 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan 
Pustakawan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
      Dari berbagai difinisi yang berbeda-beda tentang 
pustakawan diatas, maka dalam hal ini yang akan menjadi acuan 
untuk menentukan rumusan pustakawan dalam penelitia ini 
untuk juknis kenaikan pangkat angka kreditnya berdasarkan 
Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 kemudian 
dikuatkan lagi dengan keputusan Kepala Perpustakaan N sional 
RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
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Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Perpusnas RI, 
2004). Pustakawan yang dimaksud disini adalah yang telah 
menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menduduki Jabatan 
Fungsional Pustakawan.  
      Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, 
seseorang yang menduduki jabatan fungsional mempunyai tugas 
dan tanggung jawaban sendiri-sendiri sesuai dengan tingkat 
jabatan dan keahliannya. Untuk lebih meningkatkan ki erja 
masing-masing pustakawan mendapatkan tunjangan jabatan 
fungsional pustakawan dengan syarat dan ketentuan yang diatur 
dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 10 
Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 
Pustakawan dan Angka Kreditnya. 
 
2.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat 
Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 
dalam Bab IV pasal 6 tentang Jenjang Jabatan dan Pangkat disebutkan 
bahwa Jenjang Jabatan pustakawan yang terdiri dari pustakawan tingkat 
terampil dan pustakawan tingkat ahli. Jenjang jabatan ini dari pangkat 
yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai erikut : 
2.2.1  Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil adalah : 
1) Pustakawan Pelaksana, yang terdiri : 
a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. 
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b. Pengatur, golongan ruang II/c 
c) Pengatur Tingka I, golongan ruang II/d 
2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan, yang terdiri : 
    a) Penata Muda, golongan ruang III/a 
    b) Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b. 
3) Pustakawan Penyelia, yang terdiri : 
       a) Penhata, golongan ruang III/c 
       b) Penata Tk.I, golongan ruang III/d 
2.2.2 Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli, adalh : 
1) Pustakawan Pertama, yang terdiri : 
          a. Penata Muda, golongan ruang III/a 
           b. Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b 
            2) Pustakawan Muda, yang terdiri : 
                a. Penata, golongan ruang III/c 
                b. Penata Tk.I, golongan ruang III/d 
          3)  Pustakawam Madya, yang terdiri : 
               a. Pembina, golongan ruang IV/a 
               b. Pembina Tk.I,  golongan ruang IV/b 
               c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 
          4) Pustakawan Utama, yang terdiri : 
              a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d 
              b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e
Secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
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Tabel : 1  
Jenjang Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang dan Angka Kredit 
No Jabatan Pangkat/Gol. Ruang 
Persyaratan Angka Kredit 
Kenaikan Pangkat/Jabatan 
 




A Pustakawan Tingkat Terampil 
a. Pustakawan Pelaksana 
 
Pengatur Muda Tk. I / II.b 
 










b. Pustakawan Pelaksana 




c. Pustakawan Penyeleia 
 
Pengatur Tk.I / II.d 
 
Penata Muda /III.a 
 
Penata Muda Tk. I/ III.b 
 
Penata / III.c 
 























Pustakawan Tingkat Ahli 














d. Pustakawan Utama 
 
Penata Muda / III.a 
 
Penata Muda Tk. I /IIIb 
 
Penata / III.c 
 
Penata Tk. I /  III.d 
 
Pembina / IV.a 
 
Pembina Tk.I / IV.b 
 
Pembina Utama Muda / IV.c 
 
Pembina Utama Madya / IV.d 
 





































 2.3   BIDANG KEGIATAN 
         2.3.1 Bidang Utama pustakawan meliputi : 
Unsur Utama terdiri dari : 
1) Pendidikan 
2) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan   
     pustaka/sumber informasi; 
3) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 
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4) Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi; 
5)   Pengembangan profesi 
2.3.2 Unsur Penunjang terdiri dari : 
1) Mengajar 
2) Melatih 
3) Membimbing mahasiswa dalam  penyusunan skripsi, thesis, dan    
 disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi        
 dan informasi; 
4) Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana       
5) perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 
6) Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan sejenisnya 
dibidang kepustakawanan; 
7) Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan; 
8) Melakukan lomba kepustakawanan; 
9) Mendapatkan penghargaan/tandan jasa; 
10) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; 
11) Menyunting risalah; 






2.4.  TUGAS POKOK 
Tugas pokok adalah tugas kepustakawanan yang wajib dilakukan 
oleh setiap pustakawan sesuai jenjang jabatannya. 
2.4.1 Tugas pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi : 
1) Pengorganisasian dan Pendayagunaan koleksi bahan  
    pustaka/sumber informasi; 
   2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 
               2.4.2 Tugas pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi : 
1) Pengorganisasian dan Pendayagunaan koleksi bahan      
     pustaka/sumber informasi; 
2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 
3) Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan   
informasi; 
4) Rincian kegiatan  dan unsur yang dinilai atau rincian  
kegiatan pustakawan tingkat terampil dan tingkat ahli 
terlampir. 
2.5 BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
PUSTAKAWAN 
2.5.1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan dari tahun ke tahun. 
Sesuai dengan Keppres RI No.: 86 Tahun 2003 adalah : 
         1) Pustakawan Ahli 
2) Pustakawan Utama    : Rp. 500.000,- 
3) Pustakawan Madya    : Rp. 375.000,- 
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4) Pustakawan Muda    : Rp. 275.000,- 
5) Pustakawan Pertama    : Rp. 175.000,- 
2.5.2. Pustakawan Terampil 
 2) Pustakawan Penyelia    : Rp. 200.000,- 
 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan   : Rp. 150.000,- 
 3) Pustakawan Pelaksana    : Rp. 120.000,- 
 Pada tanggal 26 Mei 2006, besarnya tunjangan jabatan      
fungsional pustakawan mengalami kenaikan yang  kemudian  diatur 
dalam Keppres No. 40 Tahun 2006, yaitu : 
2.5.3 Pustakawan Ahli  
1) Pustakawan Utama   : Rp. 550.000,- 
2) Pustakawan Madya   : Rp. 413.000,- 
3) Pustakawan Muda   : Rp. 303.000,- 
4) Pustakawan Pertama   : Rp. 202.000,- 
2.5.4  Pustakawan Terampil 
 1) Pustakawan Penyelia   : Rp. 220.000,- 
 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan  : Rp. 202.000,- 
 3) Pustakawan Pelaksana   : Rp. 197.000,- 
Sedangkan tunjangan jabatan fungsional pustakawan ter khir sesuai 
dengan Keppres Nomor 47 Tahun 2007, besarnya tunjangan 




2.5.5 Pustakawan Ahli 
1) Pustakawan Utama   : Rp. 700.000,- 
2) Pustakawan Madya   : Rp. 500.000,- 
3) Pustakawan Muda   : Rp. 375.000,- 
4) Pustakawan Pertama   : Rp. 275.000,- 
2.5.6 Pustakawan Terampil 
   1) Pustakawan Penyeleia   : Rp. 350.000,- 
   2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan  : Rp. 265.000,- 
   3) Pustakawan Pelaksana   : Rp. 240.000,- 
 
2.6 Kepuasan Kerja 
      2.6.1. Pengertian 
Banyak definisi atau pengertian tentang kepuasan kerja menurut 
Siagian (1997 : 295) kepuasan kerja adalah merupakan cara pandang 
seseorang baik bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. 
Sedangkan Maslow dalam Wursanto (1989 : 137) mendefinisikan 
bahwa teori ini disebut juga teori pemenuhan kebutuhan 
(satisfaction of needs theory) Teori Maslow menitik beratkan 
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawai untuk 
mencapai kepuasan, dan dorongan-dorongan yang menyebabkan 
para pegawai itu berpeilaku tertentu. Pada hakekatnya manusia 
melakukan tindakan dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Oleh 
sebab itu, apabila pimpinan akan menggerakkan (memotivasi) para 
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pegawai, ia harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan 
oleh para pegawai. 
      Maslow menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusi  menjadi 
lima tingkat kebutuhan seperti tampak dalam gambar di halaman 138 
buku manajemen kepegwaian jilid 1 bab 16 (1989). 
Kelima jenjang kebutuhan tersebut dapat dijelaskan ebagai berikut : 
1) Kebutuhan-kebutuhan fisiologis atau kebutuhan-kebutuhan 
untuk mempertahankan hidup terdiri dari tiga macam 
kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. 
2) Kebutuhan akan rasa aman berwujud kebutuhan akan keamanan 
jiwa, di tempat kerja maupun di luar jam kerja, dan imanapun 
manusia itu berada serta kebutuhan akan keamanan hart .   
3) Kebutuhan sosial dapat digolongkan menjadi tiga m cam, 
yakni: 
      a. kebutuhan akan rasa diakui atau diterima oleh rang lain  
   atau oleh kelompok tempat manusia itu berada (sense of             
   belonging) 
b. kebutuhan akan pencapaian prestasi (sense of achievement) 
c. kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation) 
4) Kebutuhan akan prestise (steem needs) berhubungan dengan 
soal status. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam jenjang 
organisasi semakin tinggi pula status dan prestisenya. 
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5) Kebutuhan akan kemampuan kerja yang lebih tinggi (self 
actualization) tampak dalam keinginan utnuk mengembangkan 
kemampuan mental dan kemampuan kerja melalui on the job 
training, of the job training, in service training, up-grading, 
pendidikan akademis, seminar dan sebagainya. 
Masih dalam Wursanto (1989 : 139) menurut teori Frede ick 
Herzberg disebut juga teori pemelirahaan motivasi (motivation 
maintenece theory). Menurut teori ini ada dua faktor yang 
mempengaruhi kerja para pegawai, yaitu faktor yang memberi 
kepuasan kerja (satisfier) dan yang tidak memberi kepuasan kerja 
(dissatisfier). 
Faktor yang memberi kepuasan kerja antara lain achievement 
(penghargaan oleh sesama), recognition (pengakuan), 
responsibility (tanggungjawab) dan advancement (kemajuan). 
Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan para pegawai 
terdiri dari company policy and administration (administrasi dan 
kebijaksanaan perusahaan), supervision technics (teknik 
supervisi), job scurity (keamanan kerja) dan status. 
Kalau teori ini kita bandingkan dengan teori Maslow maka 
faktor yang memberi kepuasan merupakan social needs 
(kebtuhan sosial) dan self actualization needs (kebutuhan 
mempertinggi kemampuan kerja). Sedang yang termasuk dalam 
faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja ialah 
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physiological needs (kebutuhan fisik) dan safety and security 
needs(kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman). Secara 
singkat deapat dikatakan bahwa menurut teori Hezrberg gaji 
besar bukan satu-satunya faktor yang dapat memberikan 
perangsang kerja kepada para pegawai, tetapi faktor yang 
memberi kepuasan kerjalah yang justru dapat memotivasi para 
pegawai. 
  
2.6.2  Pandangan-pandangan dan penilaian-penilaian subyektif tentang 
kepuasan kerja. 
Kepuasan dan ketidakpuasan seseorang dengan pekerjaannya 
merupakan keadaan yang sifatnya subyektif, yang merupakan 
hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan 
mengenai apa yang secara nyata diterima oleh pegawai dari 
pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, 













3.1 Jenis Penelitian 
     Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan/melukiskan keadaan/tingkat 
kepuasan dan motivasi kerja pustakawan di UPT Perpustakaan Undip pada 
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 
Menurut Arikunto (2005 : 234) bahwa penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang dimaksudkan utnuk mengumpulkan informasi mengenai 
status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 
saat penelitian dilakukan.  
 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 
cara sbb.: 
3.2.1. Angket/kuesioner, merupakan daftar pertanyaan tertulis yang diajukan 
kepada responden  sebagai sumber data, dengan tujuan ntuk 
memperoleh jawaban secara tertulis mengenai bidang y  diteliti. 
Sedangkan penyusunan skala pengukuran menggunakan Skala Likert , 
dengan alternatif  pilihan 1 sampai dengan 5. 
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3.2.2. Wawancara, yakni usaha memperoleh informasi dengan cara bertnya          
langsung  kepada responden untuk memperoleh data yang belum 
terjaring melalui kuesioner. 
2.3.3  Dokumentasi, adalah sebagai salah satu sumber informasi tertulis atau 
tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan d lam 
pengumpulan data pendukung penelitian juga melalui pemanfaatan 
berbagai macam pustaka, dokumen, arsip maupun data dari berbagai 
referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 
 
3.3. Populasi dan Sampling 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pustakaw n yang ada di 
UPT Perpustakaan Undip yang berjumlah 21 orang. 
Mengingat jumlah populasi yang sangat terbatas, yaitu hanya 22 orang terdiri 
dari 15 orang Pustakawan Ahli dan 6 orang pustakawan ter mpil dapat dilihat 
pada Bab IV gambaran umum maka keseluruhan populasi dij dikan sampel 
penelitian. 
 
3.4. Teknik Analisis 
Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis 
deskriptif guna menggambarkan keadaan masing-masing variabel berdasarkan 
indikator setiap variabel tersebut. 
Variabel Bebas : Dalam bahasa Inggris disebut independen variable. Hal, 
peristiwa, besaran, atau faktor yang dianggap menentuka  hal, peristiwa, 
32 
besaran, atau faktor lainnya. Nilai-nilai variabel bebas ditentukan oleh 
berbagai kekuatan, dikendalikan atau tidak dikendalikan, yang menyebabkan 
variabel bebas tersebut mencapai tiap nilai di dalam ”daerah kemungkinan”. 
Misalnya, bilamana harga naik, maka permintaan akan berkurang. Variabel 
harga adalah variabel bebas, sementara variabel permintaan adalah variabel 
terikat. Hubungan sebab akibat ini, biasanya berlaku ceteris paribus 
(bilamana hal-hal lainnya tidak berubah). Disebut juga Variabel independen. 
Variabel terikat  : Dalam bahasa Inggris disebut dependent variable. Hal, 
peristiwa, besaran, atau faktor yang kehadirannya ditentukan atau tergantung 
pada hal, peristiwa, besaran atau faktor lainnya. Eksistensi variabel terikat 
tergantung pada eksistensi variabel lainnya yang disebut ”variabel bebas”. 
Oleh sebab itu, nilai variabel terikat ditentukan oleh kekuatan atau penyebab 
yang menimbulkan perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Misalnya, 
bilamana penawaran barang bertambah , maka harga akan menurun. Harga 
(sebagai variabel terikat) tergantung pada penawaran (sebagai variabel bebas). 
Dalil ini umumnya berlaku kondisional,yaitu bilamana hal-hal lainnya tidak 
berubah. Disebut juga variabel dependen; variabel tak bebas. 
Dalam angket/kuesioner tersebut di atas yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah dengan variabel terikat karena jawaban yang telah 
tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan nurani 
responden, Komaruddin (2002 : 289-290), juga ditegaskan lagi oleh Arikunto 
( 1998 : 139), bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 
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terhadap sesuatu gejala. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 
suatu gejala atau menjadi suatu akibat karena adany variabel bebas.  
   Teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing 
variabel adalah dengan melalui tabel-tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel 
distribusi frekuensi dibuatkan kelas-kelas interval y ng disusun mulai dari 
nilai terkecil terus ke bawah sampai nilai terbesar. 
   Rentang (range) masing-masing kelas interval diperoleh dengan cara 
mengambil nilai yang terbesar dikurangi nilai terkecil. Banyaknya kelas 
interval ditetapkan 5 kelas untuk 5 kategori (sangat rendah, rendah, sedang, 
tinggi dan sangat tinggi), mengikuti skala pengukuran metode Likert. 









3.5.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
- Lokasi  penelitian adalah UPT Perpustakaan Univers tas Diponegoro 
Semarang 
      - Waktu penelitian berlangsung mulai tanggal 26 Juli 2010 s/d. 25  Agustus   
2010 
 
  rentang 
 P =   
  Banyak kelas 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN 
UNIVERSITAS DIPONEGORO 
 
4.1 Sejarah Singkat  
Keadaan Perpustakaan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 
masih ada kesamaan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan 
terdahulu namun tidak sama persis dengan keadaan waktu sekarang tahun 
2010 ini sudah ada beberapa perubahan walaupun tidak terl lu mencolok 
perubahan tersebut, misalnya penambahan dari beberapa bahan pustaka 
yang dikoleksi, juga ruangan pada lanatai V untuk rang sidang umum 
sekarang berubah menjadi UPT Komputer (PUSKOM) Universitas 
Diponegoro.     
Perpustakaan Universitas Diponegoro yang semula nama ya 
Perpustakaan Pusat kemudian sekitar tahun 1980-an ada perubahan yang 
sekarang menjadi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan at u lebih dikenal 
UPT Perpustakaan dirintis sejak didirikannya Universitas Semarang 
(tahun 1957) yang akhirnya menjadi Universitas Diponegoro (1960). 
Berdasarkan Buku Panduan Pemakai Perpustakaan (Universitas 
Diponegoro) yang diterbitkan tahun 2001 pada halaman 1 (hasil temuan 
Tim Penyusun Buku Sejarah Universitas Diponegoro yang hasilnya akan 
diterbitkan disebutkan bahwa pada tahun 1960 Perpustakaan Universitas 
Semarang (Universitas Diponegoro) berdiri dengan mee pati ruangan di 
kampus Undiversitas Diponegoro Jl. MT. Haryono Semarang, selanjutnya 
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pada tahun 1962 pindah ke kampus Pleburan dan menempati 1 ruangan di 
Fakultas Hukum dengan jumlah koleksi sekitar 500 eksemplar terutama 
bidang hukum. 
Pada tahun 1970, perpustakaan dipindahkan di ruang y  agak 
memadai dengan luas kurang lebih 2000 m² yang terdiri dari tiga ruang. 
Tahun 1979, merupakan sejarah baru bagi Perpustakaan Universitas 
Diponegoro karena menempati gedung baru berlantai tig  dengan luas 
kurang lebih 3.000 m² peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoep.  
Tahun 1997, Bersamaan dengan kepindahan Kampus Universitas 
Diponegoro dari Pleburan ke Tembalang, maka perpustakaan menem,pati 
salah satu Gedung Widya Puraya Kampus Universitas Diponegoro Jl. 
Prof. Sudarto, SH. Tembalang Semarang dengan luas 16.125 m², yang 
terdiri dari lima lantai yaitu : 
Lantai I : digunakan untuk ruang Kepala UPT Perpustakaan, ruang   
Kepala Tata Usaha, ruang Sidang Kecil, ruang Administrasi, 
ruang Pengadan, ruang Pengolahan koleksi dan Sampoerna 
Corner & BNI.  
Lantai II : digunakan untuk ruang pelayanan sirkulasi (pelayanan 
peminjaman). 
Lantai III : digunakan untuk ruang pelayanan reserve book (buku tandon)        
  dan karya   Ilmiah 
      Lantai IV : untuk pelayanan serial dan referensi 
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Lantai V : digunakan untuk UPT Komputer 
         Pimpinan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro beturut-
turut menurut versi Buku Panduan Pemakai Perpustakaan  Universitas 
Diponegoro yang diterbitkan tahun 2001 maupun draft leflet UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro untuk tahun 2007 berturut-turut 
sebagai berikut : 
 
TAHUN NAMA PIMPINAN 
1960 - 1961 Kadarsih Tirto Oetomo 
1961 - 1963 Anak Agung Gede Raka 
1963 - 1983 Prof. Slamet Rahardjo, MA. 
1983 - 1984 Kadarsih Tirto Oetomo 
1984 - 1990 Drs. Goenardo Pringgo Atmodjo 
1990 - 1994 Ny. E.R.S. Yunus, SH 
1994 - 2000 Drs. Tono Suhartono 
2000 sampai sekarang Dra. Ari Wijayanti, MM. 




4.2. Struktur Organisasi UPT Perpustakaan Universitas  Diponegoro 
Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka diperlukan staf yang 
profesional, trampil, sesuai dan seimbang untuk dapat melaksanakan 
kegiatan-kegiatan perpustakaan. Oleh karena itu diperlukan struktur 
organisasi dan pembagian tugas-tugas pokokj masing-masing bidang agar 
kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. 
 Berdasarkan PP No. 30 Tahun 1990 pasal 34, maka UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro merupakan unit pelaksana teknis dan sebagai 
unsur penunjang bagi kelengkapan pendidikan , penelitia  dan pengabdian 
masyarakat. Kedudukannya diluar lingkup fakultas dan bertenggungjawab 
kepada Rektor, sedangkan kegiatan harian langsung berada dibawah 
tanggung jawab Pembantu Rektor I dan secara administratif berada 
dibawah tanggung jawab Pembantu Rektor II 
 Adapun struktur organisasi UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 
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4.3 Adapun tugas-tugasnya adalah : 
4.3.1  Kepala UPT Perpustakaan bertugas sebagai pimpinan tertinggi di       
lingkungan perpustakan, memimpin seluruh kegiatan yang ada dan 
dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan dalam rangka memberikan 
pelayanan yang optimal kepada pengguna sesuai dengan tu s dan 
fungsinya. 
4.3.2 Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan 
administrasi baik bagi staf maupun bagi sivitas akademika yang 
meliputi surat menyurat, keuangan, perlengkapan danrumah 
tangga, dan pengolahan. 
4.3.3 Bidang Pengadaan Bahan Pustaka, bertugas menyiapkan dat  
untuk pengadaan koleksi bahan pustaka yang dalam pelaksanannya 
meliputi, seleksi dan pengadaan, inventarisasi, dan pemeliharan 
bahan pustaka. 
4.3.4 Bidang Pengolahan Bahan Pustaka. Bertugas mengolah bahan 
pustaka khususnya buku dari awal hingga siap disajikan dan 
disebarluaskan. Dalam pelaksanaan kegiatan meliputi klas fikasi, 
katalogisasi, dan penyelesaian. 
4.3.5  Bidang pelayanan Perpustakaan bertugas memberikan pelayanan 
koleksi bahan pustaka khususnya buku yang meliputi elayanan 
sirkulasi, pelayanan buku tandon/deposit, dan pelayan n referensi. 
4.3.6 Bidang Pelayanan Dokumentasi dan informasi, bertugas 
memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi kepada 
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pengguna yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
meliputi: pelayanan serial, pelayanan koleksi khusus, dan 
pelayanan dokumentasi & bahan Audio Visual. 
4.3.7 Bidang Kerjasama dan Publikasi Perpustakaan bertugas 
melaksnakan kegiatan publikasi dan kerjasama perpustakaan. 
4.3.8 Layanan Perpustakaan Fakultas/Lembaga merupakan pelayanan 
perpustakaan di fakultas maupun lembaga yang ada di lingkungan 
Universitas Diponegoro. 
4.3.9 Badan Pembina/Pengembangan Perpustakaan bertugas membina 
perpustakaan demi perkembangan lebih lanjut. 
4.3.10 Kelompok Pustakawan merupakan Forum Komunikasi 
Pustakawan di Pegawai UPT Perpustakaan Unlingkungan 
Universitas Diponegoro 
       
4.4 Tenaga Pustakawan dan Staf UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro 
Jumlah pegawai yang bekerja di UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro ada 37 orang, yang dapat dikelompokkan dalam tabel di 






Tabel  4.1 
 Jumlah Pegawai UPT Perpustakaan Undip Berdasarkan golo gan 
 
Nomor Golongan Jumlah 
1          Administrasi 14 
2          Pustakawan 21 
3          Honorer 2 
 Jumlah 37 
 
Sedangkan pustakawannya yang berjumlah 21 orang yang terdiri 
 
Tabel 4.2 
Daftar Pustakawan pada UPT Perpustakaan Undip 
 
No Nama Jabatan 
1 Drs. Pratjojo Anggardjitono Pras Pustakawan Ahli 
2 Drs. Ign. Suntoyo, S.Sos. Pustakawan Ahli 
3 Dra Anita Nurmasari Pustakawan Ahli 
4 Haryani, S.Sos. Pustakawan Ahli 
5 Sri Endah Pertiwi, S.Sos Pustakawan Ahli 
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6 Ivana Permatasari, S.Sos.  Pustakawan Ahli 
7 Romdha Nugraheni, S.Sos. Pustakawan Ahli 
8 Pujo Winarno, S.Kom. Pustakawan Ahli 
9 Harini Desi Utami, S.Sos. Pustakawan Ahli 
10 Susilo, S.Sos. Pustakawan Ahli 
11 Drs. Santoso Budi Rahardjo Pustakawan Ahli 
12 Fitri Anugraheni, S.Sos. Pustakawan Ahli 
13 Enny Anggraheni, S.S. Pustakawan Ahli 
14 Sugeng Priyanto, S.S. Pustakawan Ahli 
15 Eko Budiyanto, S.S Pustakawan Ahli 
16 Subandri Pustakawan Terampil 
17 Sri Palupi Murdaningsih Pustakawan Terampil 
18 Joko Karnoto Pustakawan Terampil 
19 Ana Faridatuningsih, A.Md Pustakawan Terampil 
20 Suwondo, A.Md Pustakawan Terampil 





4.5 Koleksi di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 
Adapun koleksi-koleksinya berkisar tentang ilmu-ilmu sosial, teknik, 
kedokteran,       
peternakan, kesusasteraan, dan kelautan yang berupa b ku-buku, 
majalah/jurnal, surat kabar, karya ilmiah hasil penelitian, tesis dan 
disertasi. Jenis-jenis koleksi yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro, yaitu : 
 
4.5.1 Koleksi Peminjaman 
Koleksi peminjaman yaitu koleksi perpustakaan yang tersimpan 
dalam rak secara terbuka di lantai 2 sebagai koleksi yang dapat 
dibaca di ruang baca lantai 2 ataupun dipinjam untuk dibawa 
pulang dengan melalui tata cara yang berlaku. Koleksi 
peminjaman ini tersusun dalam rak menurut urutan klasifikasi 
bukunya, berdasarkan sistematika klasifikasi Dewey Decimal 
Clasification. 
 
4.5.2. Koleksi Tandon (Reserve book) 
Koleksi Tandon, tersimpan secara terbuka di lantai 3. Buku yang 
tersimpan dalam koleksi ini merupakan koleksi simpan dari 
seluruh judul yang dimiliki oleh UPT Peerpustakaan y g masing-
masing satu eksemplar. Koleksi  ini tidak bolehy dipinjam dibawa 
pulang, melainkan hanya dibaca ditempat atau foto cpy. 
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4.5.3 Koleksi Rujukan 
Koleksi rujukan tersimpan secara terbuka seperti koleksi lainnya 
dan terletak di lantai 4. Koleksi ini juga tidak dipinjamkan, tetapin 
hanya dibaca di tempat atau di foto copy. Koleksi meliputi kamus, 
ensiklopedi, atlas, direktori, perundang-undangan, terbitan 
pemerintah, buku lain yang sejenis,, yang hanya diperlukan 
sebagai bahan rujukan. 
 
4.5.4 Koleksi Karya Ilmiah 
Koleksi Karya Ilmiah (KI) ini merupakan koleksi terbuka yang 
berisi tentang karya ilmiah dosen baik berupa artikel, hasil 
penelitian serta penulisan tugas akhir (tesis dan disertasi). Koleksi 
yang terletak di lantai 1 ini hanya dapat dibaca ditempat. 
     
 Adapun jumlah koleksi yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan sampai 
akhir bulan Juli 2010 adalah sebagai berikut (Bag. Data UPT 









Jumlah koleksi tercetak UPT Perpustakaan Undip tahun 2010 
No. Literatur Jumlah Jumlah eks. 
1 Skripsi 000 000 
2 Tesis 7.986 7.986 
3 Disertasi 123 123 
4 Hasil penelitian / KI 9.785 9.785 
5 Textbook 44.660    113.129 
6 Jurnal                903         903 
7 Majalah                897      1.435 
 
 
4.6 Jenis-jenis Layanan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 
4.6.1 Jenis layanan yang diberikan kepada pengguna di UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro adalah  
4.6.2 Layanan Sirkulasi 
Yaitu layanan yang diberikan kepda pengunjung untuk dapat 
meminjam koleksi perpustakaan. 
4.6.3 Layanan Referensi 
Yaitu layanan byang diberikan kepada pengguna perpustakaan 
yang memerlukan bantuan penelusuran informasi dalam 
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berbgai subjek dari berbagai sumber ataupun memberikan 
bahan rujukan pada koleksi lain sesuai dengan 
bidang/informasi yang dibutuhkan. 
4.6.4   Layanan penelusuran informasisecara elektroni  (Online Public 
Access Catalogue /OPAC yaitu layanan mandiri kepada 
pengguna perpustakaan berupa penyediaan komputer 
penelusuran catalog koleksi perpustakaan. Setiap lantai 
disediakan komputer OPAC untuk menelusuri koleksi 
perpustakaan 
4.6.5    Layanan koleksi khusus 
Yaitu layanan yang diberikan kepada pengguna untuk 
membaca ditempat atau  memfoto copy  sebagian koleksi 
Referensi, Karya Ilmiah, tandon dan Serial. 
4.6.6 Layanan Sampoerna Corner 
Yaitu layanan yang disediakan perpustakaan atas kerjasama 
dengan PT HM Sampoerna Tbk, berupa ruang baca ber-AC 
ditambah komputer untuk mengakses internet. 
4.6.7 Layanan foto copy 
Penyediaan layanan fotocopy yang terletak dilantai 1 gedung 
UPT Perpustakaan Undip. 
4.6.8 Layanan Bimbingan Pengguna Perpustakaan 
Yaitu layanan yang diberikan kepada pengguna dengan 
memberikan petunjuk dan memandu penguna perpustakaaqn 
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dalam menggunakan koleksi-koleksi dan alat bantu 
perpustakaan. 
4.6.9 Layanan Penyebaran Informasi 
Yaitu layanan yang memberikan informasi kepustakaan yang 
baru terbit dan terseleksi kepada perorangan/kelompok orang 
atau lembaga dalam bentuk : 
4.6.10 Penerbitan dan penyebaran Buletin Informasi Khusus (BIK), 
adalah terbitan UPT Perpustakaan yang berisi daftar isi 
majalah/jurnal koleksi perpustakaan yang dikemas dalam 
bentuk buletin dalam bidang tertentu. 
4.6.11 Penerbitan dan penyebaran Bibliografi dan Indeks, yaitu 
penerbitan dan penyebaran karya ilmiah dosen serta koleksi  
UPT Perpustakaan dalam bidang-bidang tertentu yang 
berbentuk kum[p-ulan bibliografi. 
4.6.12 Berita pengolahan buku, yaitu penerbitan dan penyebaran 
berita tambahan koleksi UPT Perpustakaan. 
4.6.13 Warta Perpustakaan Undip, yaitu penerbitan dan penyebaran 
Warta Perpustakan, berbentuk majalah sebagai wadah 
kreatifitas para pustakawan serta forum tanya jawaab tentang 
dunia perpustakaan. 
4.6.14 Berita buku baru (display), yaitu pemberian informasi danya 
buku-buku yang dapat dilihat dan dibaca pada almari display 
yang diganti secara periodik.  
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4.7 Keuntungan Perubahan Perpres 
7.7.1 Keuntungan 
Keuntungan perubahan Perpres RI No. 40 Tahun 2006 ke Perores RI 
No. 47 Tahun 2007 ini bagi pejabat  fungsional pustakawan di UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro sudah selayaknya dan wajar  
untuk mendorong meningkatkan kinerja yang lebih tingg  bagi para 
pustakawan, karena telah diupayakan oleh pemerintah d lam 
penerimaan tunjangan yang lebih tinggi daripada sebelumnya dengan 
harapan dalam mengemban tugas tetap terjaga keseimbangan antara 
pekerjaan dengan imbalan yang diberikan, tanpa mengura i kewajiban 
yang harus dilaksanakan di tempat kerja. Pada dasarnya pemerintah 
menaikkan tunjangan bagi pejabat fungsional pustakaw n agar bisa 
lebih menggiatkan, meningkatkan semangat dalam mengembangkan 
sumber daya yang ada di perpustakaan lebih mutu dalam melayani 
sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. 
 
4.7.2 Kenaikan Pangkat 
Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional pustakawan sudah ada 
peraturan pemerintah yang mengatur kenaikan pangkat b gi 
pustakawan, akan tetapi ada perbedaan dengan pegawai administrasi 
pada umumnya. Pustakawan minimal 2 (dua) tahun bisa naik pangkat  
setelah mencukupi persyaratan kredit point yang ditentukan oleh 
pemerintah, beda lagi dengan pegawai administrasi kenai an 
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pangkatnya secara otomatis (reguler)  dalam jangka waktu 4 (empat) 
tahun sudah bisa dinaikkan pangkatnya dan tidak perlu mengumpulkan 
kredit point seperti pustakawan juga tidak perlu membuat laporan kerja 
harian maupun bulanan. Pegawai administrasi tidak ada sanksi untuk 
tidak naik kepangkatannya kecuali membuat kesalahan yang sangat 
berat di instansi dimana ia bekerja. Pustakawan tidak akan bisa naik 
pangkat apabila tidak bisa memenuhi syarat yang diwajibkan kepada 
pustakawan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak bisa 
mengumpulkan kredit point yang dibebankan kepada semua pejabat 
fungsional pustakawan akan mendapat peringatan yaitu s nksi untuk 
diberhentikan jabatan fungsionalnya dengan batas waktu 4 tahun, 
apabila sampai empat tahun belum juga bisa memenuhi kredit pointnya 
masih diberi waktu sampai 1 tahun lagi, apabila sampai batas limit 
tersebut tidak memenuhi persyaratannya, maka yang bersangkutan akan 
diberhentikan dari jabatan fungsional pustakawan karena dianggap tidak 
mampu untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan oleh pemerintah. 
 
4.7.3 Syarat Pustakawan 
Jabatan fungsional pustakawan hanya dapat diduduki oleh mereka yang  
berstatus Pegawai Negeri Sipi (PNS). Disamping itu untuk 
pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan 
(Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  No. 2 
Tahun 2008 pada Bab IV (71) adalah pengangkatan Pegawai Negeri 
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Sipil menjadi pejabat fungsional pustakawan dari formasi Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai erikut : 
4.7.3.1 Pegawai Negeri Sipilyang diangkat untuk pertama kali jabatan 
Pustakawan Tingkat Terampil  harus memenuhi syarat : 
1) Berijazah paling rendah D2 bidang perpusdokinfo atau D2 
bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon 
Pustakawan Tingkat Terampil 
2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan II/b 
3) Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut 
4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 
paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 
5) Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan 
sebagaimana lampiran III Keputusan Menpan Nomor : 
132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan 
didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah 
angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya. 
4.7.3.2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali d lam 
jabatan pustakawan tingkat ahli harus memenuhi syarat : 
4.7.3.3 Berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang perpusdokinfo atau 
Sarjana bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon 
Pustakawan Tingkat Ahli; 
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4.7.3.4 Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan III/a; 
4.7.3.5 Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi 
sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut; 
4.7.3.6 Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3) 
paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 
4.7.3.7 Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan sebagaimana 
Lampiran IV Keputusan Menpan Nomor : 
132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan 
didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah 
angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya. 
 
4.8.  Finansial 
      Finansial adalah faktor penting sebagai pendorong yang sangat 
dominan sebetulnya bagi semua pegawai negeri sipil umumnya maupun 
pustakawan khususnya, untuk memperbaiki taraf hidup lebih layak, 
lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya yang sudah menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab sebagai pustakawan. Kepuasan kerja 
belum tentu semua orang mendapat penghasilan yang ting i merasa 
puas, karena masih mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi 
yaitu pengumpulan kredit point target sebagai pustakaw n paling utama 
juga faktor paling utama untuk menentukan nasib kepangkatan di 
kemudian hari. Semakin berkembang peraturan yang diberikan oleh 
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pemerintah semakin sulit dalam pengumpulan kredit point sebagai 
pustakawan untuk pencapaian kenaikan pangkatnya bahkan dalam hal 
ini kenaikan pangkat yang sangat diandalkan untuk menopang kelancara 
hidup berkeluarga di masa depan. 
          Kenaikan pangkat akan lebih menyenangkan ketimbang kenaikan 
tunjangan yang tidak menentu walaupun telah dinaikkan lebih tinggi 
tunjangann jabatan fungsional dimaksud, lebih-lebih diantara kedua hal 
tersebut di atas tidak ada permasalahan kenaikan pangkat dan tunjangan 
jabatan fungsional lebih tinggi ini adalah menjadi tolok ukur dambaan 




























HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 
 
Analisis data yang dilakukan berdasarkan hasil kuesion r dan 
wawancara secara langsung kepada Pustakawan Ahli maupun Pustakawan 
Terampil yang dilakukan pada bulan Juli 2010 kepada 20 orang responden. 
Responden yang diambil  dalam penelitian ini adalah pustakawan di UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro. 
Pada bab V disajikan hasil penelitian yang telah dianalisis secara 
diskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan 
memaparkan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 
yang telah disebarkan dan dikuatkan dengan wawancar kepada Pustakawan 
Ahli maupum Pustakawan Terampil dan disusun dalam bentuk tabel-tabel 
distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan dan rangkumannya. 
 
5.1 Responden Penelitian 
Data responden meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja 
dan dimiliki atau tidaknya pendidikan formal bidang perpustakaan. Data 
tersebut akan ditampilkan dalam tabel 5.1 sampai dengan tabel 5.7 berikut 
ini : 
Tabel 5.1 
 Jenis Kelamin Responden 





1 Laki-laki 10 50 
2 Perempuan 10 50 
 Jumlah 20 100 
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Data pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari  jumlah 20 orang 
responden, 10 orang ( 50 %) berjenis kelamin laki-li dan 10 orang (50 %) 
berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan pula bahwa jumlah 
pustakawan di lingkungan UPT Perpustakan Universitas Diponegoro 
Semarang ternyata sama jumlahnya antara laki-laki dan perempuannya 
dengan perbandingan 2,5 : 2,5, yaitu 2,5 untuk laki-laki dan 2,5 untuk 
perempuan.  
Tabel 5.2  
Pendidikan terakhir Responden 
 





1 SMTA 3 14,3 
2 D2/D3, Akademi/Sarjana 
Muda 
3 14,3 
3 S1 15 71,4 
4 S2 - - 
 
Jumlah 21 100 
 
 Data pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dilihat dari pendidikan 
terakhir responden yang diteliti, terbanyak adalah berpendidikan S1 yaitu 
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sebanyak 15 orang ( 75 %) dari seluruh pustakawan di lingkungan UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang, disusul D2/D3, 
Akademi/Sarjana Muda 3 orang ( 15 %), dan yang paling sedikit adalah yang 
berpendidikan terakhir SLTA yaitu hanya 2 orang ( 10 %). Tingginya 
persentase pustakawan dengan pendidikan terakhir S1 yang mencapai 75 % 
ini berarti bahwa keadaan pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro Semarang dilihat dari pendidikan terakhir yang 
dimiliki  rata-rata sudah berpendidikan S1 bidang perpustakaan. 
 
Tabel 5.3  
Masa Kerja Pustakawan 
 
 




1 ≤ 10 tahun 6 28,5 
2 10 ≥ 20 tahun 6 28,5 
3 > 20 tahun 9 43 
 Jumlah 21 100 
 
 Data pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa masa kerja  dari responden 
yang berjumlah 20 orang, terbanyak adalah > 20 tahun yaitu sebanyak 8 
responden  (40 %), disusul kemudian dengan masa kerj 10 ≥ 20 tahun 
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sebanyak 6. responden (30 %) dan hanya 6 responden ( 30 %) yang 
mempunyai masa kerja ≤ 10 tahun. 
 Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun menurut data pda tebael 5.3 
ada sebanyak 2 responden (10%) pustakawan di lingkungan UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro hanya berpendidikan SLTA., tetapi 
dengan mengingat masa kerja mereka yang sebagian bes r yaitu 6 orang ( 30 
%) mempunyai masa kerja diatas 10 tahun, 6 orang (30 %) mempunyai masa 
kerja ≥ 20 tahun, yaitu 8 orang (40 %) yang mempunyai masa kerja ≤ 10 
tahun yaitu 6 orang ( 30 % ), maka tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka 
(para pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro) 
adalah merupakan  tenaga-tenaga profesional  yang sudah cukup 
berpengalaman dan handal dalam bidangnya. Dalam hal ini bisa dinyatakan 
bahwa modal manusia sendiri terdiri atas bakat dan pengetahuan perorangan 
yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalam n, proses belajar. 
Jadi lamanya seseorang bekerja akan menentukan banyak sedikitnya 
pengalamannya yang juga akan berpengaruh terhadap kemampuannya dalam 
menangani berbagai macam tugas dann tanggungjawab yang dibebankan 











Tabel 5.4  





Dimiliki atau tidaknya 






1 Memiliki Pendidikan Formal 
Bidang Perpustakaan 
14 70 
2 Tidak Memiliki Pendidikan 
Formal Bidang Perpustakaan 
6 30 
 Jumlah 20 100 
 
 Data pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 20 orang responden, 6 
responden ( 30 %) diantaranya tidak memiliki pendidikan formal bidang 
perpustakaan dan selebihnya 14 responden (70%) memiliki pendidikan formal 
bidang perpustakaan.  
 Dari data tersebut di atas, sebagian besar dari pustakawan yang ada 
sudah memiliki pendidikan formal bidang perpustakaan. Walaupun mereka 
sebagian masih ada yang tidak memiliki pendidikan bidang perpustakaan, 
tetapi mereka semuanya telah cukup matang pengalaman melalui berbagai 
macam kegiatan kursus/pelatihan, seminar, lokakarya dan sejenisnya serta 
kegiatan magang, studi banding ke berbagai perpustakaan ternama di 
Indonesia, dan lain-lain, sehingga mereka semua tetp mampu menjadi 
pustakawan-pustakawan yang baik dan handal. 
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 Disamping itu, dari sejarah perjalanan kariernya, mereka memang 
sebagian besar ( 30 %) dari 20 orang pustakawan yang ada diangkat ke dalam 
jabatan pustakawan melalui proses penyesuaian atau impassing berdasarkann 
Keputusan Menpan No. 18/1988 yang tidak mengharuskan calon pustakawan 
untuk memiliki pendidikan formal bidang perpustakaan. Menurut Keputusan 
Menpan tersebut, salah satu syarat yang harus dipenuhi u tuk dapat diangkat 
dalam jabatan pustakawan adalah yang bersangkutan pada tanggal 29 Februari 
1988 harus sudah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol.II.b, dengan 
pendidikan serendah-rendahnya setingkat SMTA, disamping syarat-syarat 
lainya. Sedangkan yang benar-benar diangkat menjadi pustakawan setelah 
melalui pendidikan formal bidang perpustakaan, dari 20 orang pustakawan 
yang ada di lingkungan UPT Perpustakaann Universitas Diponegoro, hanya 
(15 %), itupun jenjang pendidikan D2/D3 perpustakaan. Sedangkan 14 orang 
lainnya diantara 20 orang pustakawan yang berpendidikan formal bidang 
perpustakaan, mereka menempuhnya setelah menjadi pustakawan, ada yang 











Tabel 5.5 (a) 
Distribusi Frekuensi Nilai Indikator Kepuasan Psikologik Pustakawan 
 
 









Jabatan fungsional pustakawan sudah 
sesuai dengan Minat Bapak/Ibu yang 
diharapkan selama ini 
14 70 6 30 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju 14 orang (70 %) dengan pernyataan 
jabatan fungsional pustakawan sudah sesuai dengan minat yang diharapkan 
selama ini. Sedangkan 6 orang (30 %) menyatakan tidak setuju dengan 
pernyataan Jabatan Fungsional Pustakawan sudah sesuai dengan minat 
Bapak/Ibu yang diharapkan selama ini.Sesuai dengan responden yang 
menyatakan setuju berarti pustakawan dalam melaksanan kinerjanya akan 
semakin lebih baik, akan tetapi bukan berarti yang tidak setuju terus menurun 
prosentase kinerjanya tetap akan berusaha untuk memperbaiki walaupun tidak 





Tabel 5.6 Kepuasan psikologik (b) 
 









Bapak/Ibu merasa aman dengan 
jabatan pustakawan karena tidak 
mungkin diberhentikan 
12 60 8 40 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju  12 orang ( 60 % ) dengan pernyataan 
jabatan pustakawan tidak mungkin diberhentikan sedangkan 8 orang  (40% ) 
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan jabatan pustakawan tidak 
mungkin diberhentikan. Dari hasil responden yang menyatakan setuju 
berpendapat bahwa menjadi  pejabat fungsional pustakawan tidak akan 
diberhentikan.  
 
Tabel 5.7 Kepuasan psikologik (c) 
 









Peran Bapak/Ibu cukup penting 
dalam mencapai tujuan perpustakaan 
16 80 4 20 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
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Responden yang menyatakan setuju 16 orang ( 80 % ) dengan pernyataan 
peran Bapak/Ibu cukup penting dalam mencapai tujuan perpustakaan. Maka 
menjadi seorang pustakawan harus dapat meningkat pel yanan kepada 
masyarakat supaya perpustakaan akan lebih maju. Sedangkan  4 orang ( 20 % 
) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan peran Bapak/Ibu cukup penting 
dalam mencapai tujuan perpustakaan. 
 
 
Tabel 5.8 Kepuasan psikologik (d) 
 









Peran Bapak/Ibu cukup penting dalam 
mencapai tujuan perpustakaan 
16 80 4 20 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju  16 orang ( 80 % ) dengan pernyataan 
peran Bapak/Ibu cukup penting dalam mencapai tujuan perpustakaan. Maka 
menjadi seorang pustakawan harus dapat meningkat pel yanan kepada 
masyarakat supaya perpustakaan akan lebih maju. Sedangkan  4 orang ( 20 % 
) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan peran Bapak/Ibu cukup penting 
dalam mencapai tujuan perpustakaan. 
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Tabel 5.9 Kepuasan psikologik (e) 









Jabatan pustakawan dulu hingga  
sekarang sangat dibutuhkan 
masyarakat 
17 85 3 15 
 
 
Tabel dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik pustakawan 
adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju  17 orang ( 85 % ) dengan pernyataan 
jabatan pustakawan dari dulu hingga  sekarang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. Pernyataan ini menandakan bahwa keberadaan perpustakaan 
selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk menambah wawas n ilmu 
pengetahuan demi memajukan Bangsa dan Negara. Respond n yang 
menyatakan tidak setuju dengan pernyatan jabatan pustakawan dari dulu 
hingga sekarang sangat dibutuhkan ada 3 orang (15 %). 
perpustakaan. 
Tabel 5.10 : Kepuasan psikologik (f) 









Keahlian yang Bapak/Ibu miliki 
sudah cocok dengan tugas/jabatan 
pustakawan 
15 75 5 25 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan ke hlian yang dimiliki 
Bapak/Ibu sudah cocok untuk tugas seorang pustakawan ad  sebanyak 14 
orang (70 %). Berdasarkan hasil responden tersebut sebagian besar 
pustakawan yang berada di UPT Perpustakaan Undip suah memiliki keahlian 
yang sesuai untuk melaksanakan tugas seorang pustakawan. Responden yang 
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan keahlian yang dimiliki sudah 
cocok untuk tugas seorang pustakawan ada sebanyak 6 or ng (30 %). 
 
Tabel 5.11 : Kepuasan psikologik (g) 
 









Keahlian yang Bapak/Ibu miliki 
sudah cocok untuk tugas seorang 
pustakawan 
14 70 6 30 
 
 
Tabel di atas  dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan keahlian Bapak/Ibu miliki sudah terasa dihargai 
sebagaimana jabatan pustakawan pada umumnya ada  sebanyak 12 orang (60 
64 
%) responden yang menyatakan setuju sudah merasa tel h dihargai keahlian 
dan ketrampilan yang dimiliki untuk mengemban tugas sebagai pustakawan di 
lingkungan UPT Perpustakaan Undip. Sedangkan yang menyatakan tidak 
setuju dengan pernyataan keahlian Bapak/Ibu yang sudah dimiliki telah 
dihargai sebagaimana jabatan pustakawan pada umumnya ada sebanyak 8 
orang (40 %). Bahwa ini berarti ada sebagian karyawan yang belum merasa 
keahliannya dihargai sebagaimana mestinya. 
 
Tabel 5.12 : Kepuasan psikologik (h) 









Keahlian yang Bapak/Ibu miliki 
sudah terasa dihargai sebagaimana 
jabatan pustakawan pada 
umumnya 
12 60 8 40 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan keahlian Bapak/Ibu miliki sudah terasa dihargai 
sebagaimana jabatan pustakawan pada umumnya ada  sebanyak 12 orang (60 
%) koresponden yang menyatakan setuju sudah merasa telah dihargai 
keahlian dan ketrampilan yang dimiliki untuk mengemban tugas sebagai 
pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan Undip. Sedangkan yang 
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menyatakan tidak setuju dengan pernyataan keahlian Bapak/Ibu yang sudah 
dimiliki telah dihargai sebagaimana jabatan pustakaw n pada umumnya ada 
sebanyak 8 orang (40 %). Bahwa ini berarti ada sebagian karyawan yang 
belum merasa keahliannya dihargai sebagaimana mestinya. 
 
Tabel 5.13 : Kepuasan psikologik (i) 









Keahlian yang Bapak/Ibu miliki 
sudah terasa dihargai sebagaimana 
jabatan pustakawan pada umumnya 
12 60 8 40 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan psikologik 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan B pak/Ibu dapat 
mengembangkan ketrampilan dan keahlian dalam melaksan an tugas sebagai 
pustakawan ada 16 orang (80 %). Pernyataan ini menunjukkan bahwa 
keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pustakawan di lingkungan UPT 
Perpustakaan Undip dapat digunakan untuk mengembangkan ketrampilan dan 
keahliannya guna menunjang tugas sebagai seorang pustakawan. Sedangkan 
responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang (20 %) 
menyatakan Bapak/Ibu  dapat mengembangkan ketrampiln dan keahlian 
yang dimiliki untuk menjalankan tugas sebagai pustakawan.  
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Tabel : 5.14 
Distribusi Frekuensi Nilai Indikator Kepuasan Sosial Pustakawan 
 
 









Bapak/Ibu selalu/sering diajak 
berdialog untuk menyelesaikan 
masalah perpustakaan 
13 65 7 35 
 
Tabel di atas  dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan B pak/Ibu selalu 
diajak berdialog untuk menyelesaikan masalah perpustakaan sebanyak 13 
orang (65 %).  
Pernyataan ini menyatakan bahwa responden setuju untuk berdialog dalam 
menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perpustakaan di 
lingkungan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. 
Sedangkan yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataaan Bapak/Ibu 
selalu diajak berdialog untuk menyelesaikan masalah perpustakaan sebanyak 










Tabel : 5.15  Kepuasan Sosial (a) 
 
 









Tercipta suasana yang harmonis 
di kantor antar pimpinan dan 
rekan kerja 
12 60 8 40 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yangmenyatakan setuju dengan pernyataan terciptanya suasana 
yang harmonis di kantor antar pimpinan dan rekan kerja sebanyak 12 orang 
(60 %). Responden setuju untuk menciptakan suasana y g harmonis di 
kantor antar pimpinan dan rekan kerja supaya terasa ny man dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari di UPT Perpustakaan Undip. Sedangkan yang 
menyakatakan tidak setuju dengan pernyataan terciptanya suasana yang 














Tabel : 5.16  Kepuasan Sosial (b) 
 
 










melakukan tindakan tidak adil 
di kantor 
2 10 18 90 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yangmenyatakan setuju dengan pernyataan pimpinan/rekan kerja 
melakukan tindakan tidak adil di kantor sebanyak  2 orang (10 %). Seorang 
pimpinan/rekan kerja yang menyatakan setuju hanya sedikit berarti di 
lingkungan itu merasa ada indikasi kurang nyaman da adil dalam 
membimbing terhadap bawahannya.  Sedangkan yang menyatakan tidak 
setuju dengan pernyataan pimpinan/rekan kerja melakukan tindakan tidak adil 
di kantor sebanyak 18 orang (90 %). Ini menandakan bahwa sebagian besar 
pustakawan yang ada di lingkungan UPT Perpustakaan Undip sudah merasa 






Tabel : 5.17 Kepuasan Sosial (c) 
 
 









Pustakawan selalu bekerjasama 
dengan rekan sekerja dalam 
menjalankan tugas, tanpa 
kerjasama yang baik tentu 
hasilnya juga kurang baik 
17 85 3 15 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yangmenyatakan setuju dengan pernyataan pustakawan sel lu 
bekerjasama dengan rekan sekerja dalam menjalankan tug s, tanpa kerjasam 
yang baik tentu hasilnya kurang baik sebanyak 17 orang (85 %). Pernyataan 
ini menunujkkan bahwa responden selalu bekerjasama dengan rekan sekerja 
dalam menjalankan tugas sebaik mungkin. Sedangkan yang menyatakan tidak 
setuju sebanyak 3 orang (15 %) dengan pernyataan pustakawan selalu 
bekerjasama dengan rekan sekerja dalam menjalankan tug s, tanpa kerjasama 






Tabel : 5.18  Kepuasan Sosial (d) 
 









Bapak/Ibu akan senang hati 
menerima bantuan orang lain, 
karena bisa mendorong kinerja 
lebih baik 
19 95 1 5 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yangmenyatakan setuju dengan pernyataan Bpak/Ibu akan 
senang hati menerima bantuan orang lain karena bisa mendorong kinerja yang 
baik sebanyak 19 orang ( 95% ). Pernyataan responden yang menyatakan 
setuju senang untuk menerima bantuan orang lain dengan adanya bantuan itu 
dapat mendorong kinerja seorang pustakawan secara baik dalam menjalankan 
tugas sehari-hari di lingkungan UPT Perpustakaan Undip. Sedangkan 
responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan pernyataan 
Bapak/Ibu akan senang hati menerima bantuan orang lin karena bisa 





Tabel : 5.19  Kepuasan Sosial (e) 
 









Bapak/Ibu merasa puas dengan 
kondisi hubungan kerja selama 
ini, dengan terjalin suasana yang 
sejuk akan merasa nyaman dalam 
menjalankan tugas 
17 85 3 15 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yangmenyatakan setuju dengan pernyataan Bpak/Ibu merasa  
puas dengan kondisi hubungan kerja selama ini yang terjalin suasana sejuk 
dan nyaman dalam menjalankan tugas sebanyak 17 orang (85 %). Pernyataan 
responden yang menyatakan setuju menandakan sudah ada kerjasama yang 
terjalin di lingkungan UPT Perpustakaan Undip. Seangk  responden yang 
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Bapak/Ibu merasa  puas dengan 
kondisi hubungan kerja selama ini yang terjalin suasan  sejuk dan nyaman 





Tabel : 5.20 Kepuasan Sosial (f) 
 









Hubungan harmonis sangat 
terasa di kantor, antara karyawan 
dengan pustakawan, juga 
antarapustakawan dengan 
pustakawan 
17 85 3 15 
 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan sosial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan hubungan harmonis 
sangat terasa di kantor antara karyawan dengan pustakawan, juga antara 
pustakawan dengan pustakawan sebanyak 17 orang (85 %). Pernyataan 
koresponden yang setuju dengan pernyataan hubungan yang harmonis sudah 
terlaksana antara karyawan dengan pustakawan guna mel ksanakan tugas 
sehari-hari di lingkungan UPT Perpustakaan Undip. Sedangkan responden 
yang tidak setuju dengan pernyataan hubungan harmonis sa gat terasa di 
kantor antara karyawan dengan pustakawan, juga antara pustakawan dengan 




Tabel : 5.21 (a) 
Distribusi Frekuensi Nilai Indikator Kepuasan Finansial Pustakawan 









Gaji yang diperoleh Bapak/Ibu 
dapat memenuhi kebutuhan 
sehari-hari 
6 30 14 70 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa penerimaan 
gaji yang diperoleh Bapak/Ibu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 
sebanyak 6 orang (30 %). Dengan pernyataan responden yang setuju bahwa 
penerimaan gaji yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya 
sedikit menandakan bahwa sebagian besar responden pen rimaan gaji belum 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan responden yang 
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa penerimaan gaji yang 
diperoleh Bapak/Ibu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebanyak  14 






Tabel : 5.22  Kepuasan Finansial (b) 
 









Sistem penggajian yang 
Bapak/Ibu terima setiap bulan 
sudah berjalan dengan baik 
4 20 16 80 
 
Tabel di atas ini dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan sistem penggajian 
yang Bapak/Ibuterima setiap bulan sudah berjalan dengan baik sebanyak 4 
orang (20 %). Pernyataan koresponden itu menunjukan sistem penggajian 
setiap bulan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan responden yang 
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan sistem penggajian yang 
Bapak/Ibuterima setiap bulan sudah berjalan dengan baik sebanyak 16 orang 
(80 %). Pernyataan ini berarti sebagian besar besar r ponden kurang setuju 







Tabel : 5.23  Kepuasan Finansial (c) 
 









Gaji yang diterima Bapak/Ibu sudah 
sesuai dengan prestasi kerja sebagai 
pejabat fungsional pustakawan 
8 40 12 60 
 
Tabel di atas ini dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan gaji yang diterima 
Bapak/Ibu sudah sesuai dengan prestasi kerja sebagai pejabat fungsional 
pustakawan sebanyak 8 orang (40 %). Dari hasil responden yang menyatakan 
sebagian besar sudah setuju menandakan gaji yang diterima Bapak/Ibu sudah 
sesuai dengan prestrasi kerja sebagai pejabat fungsional pustakawan di UPT 
Perpustakaan Undip. Sedangkan responden yang menyatakan idak setuju 
dengan pernyataan gaji yang diterima Bapak/Ibu sudah sesuai dengan prestasi 
kerja sebagai pejabat fungsional pustakawan sebanyak 12 orang (60 %). 
Pernyataan ini adalah menandakan bahwa gaji yang diterima Bapak/Ibu 
merasa kurang sesuai dengan prestasi kerja sebagai pej bat fungsional 
pustakawan di UPT Perpustakaan Undip. Berarti pernyataan responden 




Tabel : 5.24  Kepuasan Finansial (d) 
 









Tunjangan kesehatan, THR, 
tunjangan jabatan sudah 
memuaskan 
4 20 16 80 
 
Tabel di atas ini dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan tunj gan kesehatan, 
THR, tunjangan jabatan sudah memuaskan sebanyak 4 orang (20 %). 
Pernyataan ini membuktikan bahwa hanya sebagian kecil yang setuju dengan 
adanya tunjangan kesehata, THR, tunjangan jabatan yang memuaskan. 
Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 
tunjangan kesehatan, THR, tunjangan jabatan sudah memuaskan sebanyak 16 
orang (80 %). Ini menandakan bahwa tunjangan kesehatan, THR, tunjangan 
jabatan yang diperoleh Bapak/Ibu di lingkungan UPT Perpustakaan sebagian 






Tabel : 5.25  Kepuasan Finansial (e) 
 









Fasilitas berupa (pakaian 
seragam, sarana olah raga, 
rekreasi) yang diberikan sudah 
sesuai kebutuhan 
2 10 28 90 
 
Tabel di atas ini dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan fasilitas berupa 
(pakaian seragam, sarana olah raga, rekreasi) yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhan sebanyak 2 orang (10 %). Pernyataan ini me unjukkan responden 
merasa setuju dengan fasilitas berupa pakain seragam, s ran olah raga, 
rekreasi yang diberikab sesuai dengan kebutuhan, hanya sebagian kecil saja 
berasumsi seperti itu. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju 
dengan pernyataan fasilitas berupa (pakaian seragam, s rana olah raga, 
rekreasi) yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sebanyak 18 orang (90 %). 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang setuju 





Tabel : 5.26  Kepuasan Finansial (f) 
 









Pengembangan kaier Bapak/Ibu 
dan kesejahteraan pustakawan 
sudah terjamin sampai saat ini 
5 25 15 75 
 
Tabel di atas ini dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan pengembangan karier 
Bapak /Ibu dan kesejahteraan pustakawan sudah terjamin sampai saat ini 
sebanyak 5 orang (25 %). Dengan pernyataan responden seperti ini hanya 
sebagian kecil saja yang merasa sudah terpenuhi pada pengembangan karier 
dan kesejahteraan pustakawan. Sedangkan responden yang menyatakan tidak 
setuju dengan pernyataan pengembangan karier Bapak /Ibu dan kesejahteraan 
pustakawan sudah terjamin sampai saat ini sebanyak 25 orang (75 %). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden sebagian besar merasa belum terpenuhi pada 
pengembangan karier dan kesejahteraan pustakawan dik renakan kurang 





Tabel : 5.27  Kepuasan Finansial (g) 
 










Bapak/Ibu sudah berjalan 
dengan lancer tanpa 
mengalami kesulitan 
2 10 18 90 
 
Tabel di atas ini dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan kenaikan 
pangkat/jabatan Bapak/Ibu sudah berjalan dengan lancar tanpa mengalami 
kesulitan sebanyak 2 orang (10 %). Pernyataan responden ini menunjukkan 
hanya sebagian kecil saja yang menyatakan setuju kenaikan pangkat/jabatan 
sudah berjalan dengan lancar. Sedangkan responden yang menyatakan tidak 
setuju dengan pernyataan kenaikan pangkat/jabatan Bapak/Ibu sudah berjalan 
dengan lancar tanpa mengalami kesulitan sebanyak 18 orang (90 %). Hal ini 
menunjukkan sebagian besar responden merasa kurang setuju dengan adanya 
kenaikan pangkat/jabatan dapat berjalan dengan lancar. Ini dikarenakan 
responden dalam mengajukan kenaikan pangkat terjadi banyak kendala yang 




Tabel : 5.28  Kepuasan Finansial (h) 
 









Prestasi kerja pustakawan yang 
baik akan berdampak pada 
kenaikan pangkat/jabatan lebih 
mudah 
1 5 19 95 
 
Tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan prestasi kerja yang 
baik akan berdampak kenaikan pangkat/jabatan lebih mudah sebanyak 1 
orang (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja yang 
merasa prestasi kerjanya berdampak pada kenaikan pangkat/jabatan yang 
terjadi selama ini. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dengan 
pernyataan prestasi kerja yang baik akan berdampak kenaikan pangkat/jabatan 
lebih mudah sebanyak 19 orang (95 %). Pernyataan ini me unjukkan bahwa 
sebagian besar responden merasa kurang setuju adanya pernyataan prestasi 
kerja yang baik berdampak pada kenaikan pangkat/jaban, karena masih ada 





Tabel : 5.29  Kepuasan Finansial (i) 
 










Bapak/Ibu dapat menjamin 
kesejahteraan keluarga 
1 5 19 95 
 
Tabel di atas  dapat dilihat bahwa frekuensi nilai kepuasan finansial 
pustakawan adalah sebagai berikut : 
Responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan kenaikan 
pangkat/jabatan Bapak Ibu dapat menjamin kesejahteraan keluarga sebanyak 
1 orang (5 %). Pernyataan ini menunjukkan bahwa responden merasa setuju 
dengan kenaikan pangkat/jabatan dapat menunjang kesejahteraan keluarga. 
Mereka berasumsi dengan kenaikan pangkat penghasilan setiap bulan yang 
diterima akan bertambah. Sedangkan responden yang me yatakan tidak setuju 
dengan pernyataan kenaikan pangkat/jabatan Bapak Ibu dapat menjamin 
kesejahteraan keluarga sebanyak 19 orang (95 %). Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian responden beranggapan kenaikan pangkat/jabatan belum 
tentu dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dikarenakan banyak faktor yang 
mempengaruhi gaya hidup para responden yang konsumtif. Walaupun 
bertambah penghasilannya akan tetapi kalau gaya hidupnya terlalu konsumtif 
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maka berapapun besar penghasilan yang didapat tentu tidak akan menutup 
kebutuhan keluarga.  
Dari beberapa penjelasan di atas bisa disimpulkan bhwa pada 
indikator kepuasan kerja secara finansial sebagian besar menyatakan kurang 
memuaskan. Untuk lebih meyakinkan dan memperkuat pendapat ini penulis 
mengadakan wawancara dengan beberapa pustakawan yang menyatakan tidak 
puas tehadap tunjangan yang diterima selama ini. 
 Dalam penelitian ini bahwa hasil yang diperoleh diketahui sebagian 
besar pustakawan tidak menyatakan kepuasannya pada b gi n indikator 
kepuasan kerja secara finansial, dengan demikian penulis simpulkan bahwa 
perubahan perpres tidak mempengaruhi peningkatan kinerja bagi pustakawan. 
Untuk memperkuat hasil penelitian ini dilakukan wawancara secara 
khusus dengan beberapa responden yang diteliti adalah pustakawan ahli dan 
pustakawan terampil. Wawancara ini mengambil salah s tu indikator yang 
dikatakan kurang memuaskan terhadap responden yang diteliti yaitu indikator 
kepuasan kerja pustakawan secara finansial. 
Wawancara ini sebagian besar responden menyatakan bahwa melihat 
kecilnya tunjangan fungsional yang diberikan kurang memadai  belum 
sebanding dengan tunjangan profesi-profesi yang lain, pada umumnya 
responden merasa belum terangkat tingkat kesejahtera n keluarga yang 
dihadapi pada saat ini. Dilihat kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil, setiap 
tahun anggaran gaji PNS selalu dinaikkan karena mengikuti perkembangan 
pertumbuhan perekonomian yang selalu berubah, maka pemerintah 
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mengalokasikan anggaran belanja pegawai negeri agar bisa menutup 
kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarganya. 
Harapan yang disampaikan oleh responden dalam penelitia  bahwa 
Perpres RI No. 47 Tahun 2007 tentang tunjangan fungsio al pustakawan 
sudah tidak relevan lagi, maka peraturan ini harus ditinjau kembali karena 
sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini untuk itu pemerintah harus 
menerbitkan lagi peraturan tentang tunjangan fungsio al pustakawan yang 
baru setingkat lebih tinggi agar sejajar dengan profesi yang lain serta 
mengangkat kesejahteraan hidup para pustakawan juga akan meningkatkan 




Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui kondisi kepuasan 
kerja pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan Universitas 
Diponegoro yang`dalam bentuk rangkuman dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
5.2.1 Rangkuman Hasil Analisis Kepuasan Kerja Pustakawan 
 Hasil analisis terhadap kepuasan kerja pustakawan di 
lingkungan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dapat 








Ikhtisar Hasil Analisis Kepuasan Kerja Pustakawan Di UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro 
 
Kepuasan Psikologik Kepuasan Sosial Kepuasan Finansial  
Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak No. 
(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 
1. 14 70 6 30 13 65 7 35 6 30 14 70 
2. 12 60 8 40 12 60 8 40 4 20 16 80 
3. 16 80 4 20 2 10 18 90 8 40 12 60 
4. 17 85 3 15 17 85 3 15 4 20 16 80 
5. 15 75 5 25 18 90 2 10 2 10 18 90 
6. 14 70 6 30 19 95 1 5 5 25 15 75 
7. 12 60 8 40 17 85 3 15 2 10 18 90 
8. 16 80 4 20 17 85 3 15 1 5 19 95 
Jumlah 116  44  115  45  1 5 19 95 
     33  147  
 
Berdasarkan tabel 5.8 di atas bisa dijelaskan bahwa dari ketiga indikator 
tersebut adalah : 
a) Kepuasan Psikologik : 
Yang setuju dari 8 pertanyaan  = 116 : 160 = 0.725 x 100 = 72.5 % 
Tidak setuju dari 8 oertanyaan = 44 : 160 = 0.275 x 100 = 27.5 % 
b) Kepuasan Sosial : 
Yang setuju dari 8 pertanyaan  = 115 : 160 = 0.71 x 100  = 71.8 % 
Tidak setuju dari 8 pertanyaan = 45 : 160   = 0.28 x 100  = 28.1 % 
c) Kepuasan Finansial : 
Yang setuju dari 9 pertanyaan  = 33 : 180 = 0.18 x 00   = 18,33 % 
Tidak setuju dari 9 pertanyaan = 147 : 180 = 0,81 x 100 = 81,66 % 
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 Dari tabel 5.8 tampak bahwa para pustakawan di lingku gan UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro dilihat dari indikator kepuasan 
psikologik, sosial, dan finansial sebagian besar mempunyai kepuasan kerja 
dalam kategori antara setuju dan tidak setuju. Kategori yang menyatakan 
setuju diantaranya kepuasan psikologik dan sosial, sedangkan responden yang 
menyatakan kurang setuju indikator kepuasan finansial, hal ini dapat dilihat 
dari prosentase kepuasan psikologik yang setuju 72,5 % dan kepuasan sosial 
yang setuju 71,8 %, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
sudah setuju dengan pertanyaan kepuasan psikologik dan kepuasan sosial. 
Sedangkan untuk kategori kepuasan finansial responden hanya 20,55 % yang 
menyatakan setuju, sedangkan 79,44 % menyatakan tidk setuju sehingga 
dapat disimpulkan sebagian besar responden kurang sependapat dengan 
pertanyaan indikator kepuasan finansial.  
 Kondisi tersebut dengan berbagai hal yang melatarbel kanginya dapat 
dijelaskan pada rangkuman-rangkuman di bawah ini : 
 
5.2.2 Rangkuman Penjelasan Kepuasan Kerja Pustakawan Berdasarkan 
Indikator Kepuasan Psikologik 
      Berdasarkan indicator kepuasan psikologik, responden yang 
menyatakan setuju 72,5 % dan yang tidak setuju 27,5 % yang berada di 
lingkungan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro mempunyai 
kepuasan kerja dalam kategori antara setuju dan tidak setuju. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh posisi pegawai negeri sipil yang relative 
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aman dari kemungkinan PHK atau pemberhentian. Disamping itu 
disebabkan pula oleh adanya perasaan beruntung dengan menjadi 
pustakawan dibandingkan mereka yang berstatus non pustakawan. 
Mereka juga merasa bangga menjadi pustakawan. 
       Sedangkan beberapa hal yang kurang mendukung atau menjadi 
kendala bagi terwujudnya kepuasan kerja yang tinggi antara lain tampak 
dari munculnya keinginan rolling antar bagian untuk mengurangi 
kejenuhan dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka jug merasa 
mampu untuk melakukan berbagai pekerjaan lain di perpustakaa. 
Disamping itu muncul pula tuntutan untuk melakukan penyempurnaan 
struktur organisasi, yang terutama muncul dari mereka yang telah selesai 
melakukan studi lanjut dan juga dari kalangan yang memandang bahwa 
dengan berkembangnya perpustakaan, struktur organisasi yang ada 
kurang bias menampung kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. 
 
5.2.3 Rangkuman Penjelasan Kepuasan Kerja Pustakawan Berdasarkan 
Indikator Kepuasan sosial. 
      Berdasarkan indicator kepuasan social sebagian besar pustakawan 
yang menyatakan setuju 71,8 % dan yang tidak setuju 28,1 %, 
pustakawan mempunyai kepuasan kerja dalam kategori setuju dan tidak 
setuju yang berarti sebagian besar merasa terjalinny  hubungan sosial 
yang harmonis baik antara pustakawan dengan pimpinan, antar 
pustakawan maupun antara pustakawan dan non pustakawan, namun 
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masih terdapat beberapa hal yang kurang menunjang terciptanya 
kepuasan social yang tinggi, sehingga sebagian dari mereka 
menginginkan dilakukannya pembenahan-pembenahan seperti perlunya 
unsure keadilan dalam memberi tugas/kepercayaan, ady  pembinaan 
dari pustakawan senior kepada pustakawan yunior, pemerataan 
kesejahteraan, peningkatan kekompakan tim kerja dan juga adanya 
koordinasi dan komunikasi yang baik, baik secara vertical maupun 
horizontal. 
 
5.2.4 Rangkuman Penjelasan Kepuasan Kerja Pustakawan Berdasarkan 
Indikator Kepuasan Finansial 
       Rendahnya tunjangan fungsional pustakawan membuat 
kepuasan kerja pustakawan dilihat dari indikator kepuasan finansial 
yang menyatakan setuju 20,55 % dan yang menyatakan idak setuju ada 
79,44 %, ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang puas 
dengan indikator kepuasan finansial. Adanya tiga kali perbaikan 
tunjangan belum menunjukkan jumlah yang berarti bagi penghargaan 
sebuah profesi pustakawan., karena dari yang terendah sampai yang 
tertinggi hanya berkisar antara Rp. 240.000,- sampai dengan Rp. 
700.000,- 
   Padahal menurut (Batu Bara, 1991 : 20) manusia bekerja bukan hanya 
untuk kebutuhannya saja, tetapi juga untuk mencari taraf hidup yang 
lebih tinggi dengan jaminan di hari tua. Harapan manusia dalam bekerja 
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bisa berbentuk finansial maupun non finansial (psikologis) yang sangat 
ditendukan oleh motif manusiawi yang sifatnya kompleks dan berfariasi. 
Namun demikian dalam menghadapi hal ini para pustakaw n hanya bisa 
pasrah. 
 
5.2.5 Rangkuman Penjelasan Kepuasan Kerja Pustakawan Secara Umum 
           Kepuasan kerja pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro secara umum berdasarkan kepuasan psikologik 
yang menyatakan setuju 72,5 % dan yang tidak setuju 27,5 %, 
sedangkan berdasarkan kepuasan sosial yang menyatakan setuju 71,8 % 
dan yang menyatakan tidak setuju 28,1 %, sedangkan kepuasan finansial 
yang menyatakan setuju 20,55 % dan yang menyatakan tid k setuju 
79,44 %. 
   Dari ketiga kategori ini kepuasan kerja pustakawan 
berdasarkan indikator-indikatornya sebagaimana tersebut di atas yang 
menunjukkan kepuasan kerja dalam kategori setuju adalah kepuasan 
psikologik kepuasan sosial secara umum responden sudah menyetujui 
pertanyaan tentang indikator kepuasan psikologik dan kepuasan sosial. 
Sedangkan indikator yang tidak disetujui para responden yaitu kepuasan 
finansial. Hal ini dikarenakan dari jawaban responden sebagian besar 
menyatakan tidak setuju. 
 Kenyataan tersebut sesuai dengan pendapat (Batubar, 1991 : 15) bahwa 
bagaimanapun baik dan sempurnanya suatu pekerjaan/org isasi, selalu 
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ada perasaan tidak puas, karena kepuasan kerja sangt ter antung dari 
























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Secara deskriptif kepuasan kerja pustakawan di lingku an UPT 
Perpustakaan Universitas Diponegoro dapat digambarkan sebagai berikut : 
6.1.1 Kepuasan Psikologik dan Sosial 
Dilihat dari indikator kepuasan psikologik dan sosial, sebagian besar 
mempunyai kepuasan kerja dalam kategori tinggi. Demikian pula 
hampir setengahnya untuk indikator kepuasan sosial dan financial. 
Tetapi dilihat dari indikator kepuasan finansial, hampir setengahnya 
mempunyai kepuasan kerja dalam kategori rendah. Sedangkan 
secara umum (berdasarkan ketiga indikator tersebut), sebagian besar 
mempunyai kepuasan kerja dalam kategori antara tinggi dan sangat 
tinggi. 
6.1.2 Kepuasan Finansial 
Dilihat dari indikator kepuasan finansial mempunyai kinerja dalam 
kategori rendah. Akan tetapi dilihat dari kedua indikator kepuasan 
kerja secara psikologik dan sosial terlihat mempunyai kepuasan 
kerja dalam kategori tinggi. Sedangkan dilihat secara umum 
(berdasarkan ketiga indikator tersebut), sebagian besar mempunyai 
kepuasan kerja dalam kategori antara tinggi dan sangat tinggi. Ini 
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adalah berdasarkan hasil jawaban angket/kuesioner dari sejumlah 
responden yang telah terkumpul kembali pada penulis 
6.1.3 Pengaruh Perubahan Perpres 
Pengaruh perubahan Perpres RI No. 40 Tahun 2006 ke Perpres RI 
No. 47 Tahun 2007 sudah seharusnya dan sewajarnya kalau ada 
peningkatan kinerja setelah ada perubahan kenaikan tunjangan 
tersebut, namun sebetulnya belum tentu kenaikan tunjangan ini bisa 
untuk memacu peningkatan kerja kepada Pejabat Fungsional 
Pustakawan. Akan tetapi dilihat dari segi kepuasan kerja secara 
finansial kurang memuaskan artinya tidak mempengaruhi kinerja 
pustakawan karena hanya 18,33 % yang menyatakan setuju k naikan 
tunjangan fungsional itu bisa untuk meningkat kinerja. Jadi penulis 
menyimpulkan bahwa perubahan perpres ini tidak mempengaruhi 
kinerja pustakawan berdasarkan indikator kepuasan kerja 
secara finansial.  
 
6.2 Saran 
   Dengan kondisi kepuasan kerja yang demikian, maka sangat 
mendesak bagi pimpinan perpustakaan di lingkungan UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro maupun pimpinan universitas untuk lebih 
meningkatkan lagi kuantitas dan kategori mereka ke dalam kondisi 
kepuasan kerja yang tinggi atau bahkan sangat tinggi, mengingat kepuasan 
kerja akan berdampak terhadap produktifitas kerja, serta dedikasi dan 
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kualitas layanan perpustakaan, yang pada gilirannya akan ikut 
menentukan berhasil tidaknya universitas  dalam melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tingginya. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha 
seperti : 
 
6.2.1 Meningkatkan komunikasi dalam menjalankan tugas 
kepustakawanan antara pimpinan perpustakaan dan para 
pustakawan, antar pustakawan, maupun antara pustakawan dengan 
pegawai perpustakaan yang berstatus non pustakawan, g r terbina 
sistem dan nuansa kerja yang baik dan harmonis untuk mencapai 
tujuan perpustakaan, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab 
bersama dan sudah menjadi kewajiban sebagai pimpinan maupun 
pustakawan di lingkungan kerja yang Bapak/Ibu pimpin. 
6.2.2 Memberikan motivasi dan perhatian secara terus menerus kepada 
para pustakawan, baik dalam bentuk peningkatan kerja maupun 
dana pendukung bagi kegiatan dan pengembangan perpustakaan 
beserta infra strukturnya, termasuk dalam memfasilit  kegiatan-
kegiatan dan nasib serta mas depan pustakawan, mengingat 
tunjangan pustakawan yang masih jauh dari penghargaan sebuah 
profesi serta masih banyaknya kendala dalam pelaksan an jabatan 
fungsional pustakawan yang relatif masih baru. 
6.2.3 Mengingat tingkat kesejahteraan pustakawan yang pada s at ini 
dilihat besar kecilnya tunjangan fungsional pustakawan dirasa 
93 
sudah tidak susuai dengan kondisi yang tidak menentu ini, maka 
pemerintah perlu meninjau kembali Perpres RI No. 47 Tahun 2007 
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan 
mengupayakan untuk menerbitkan kembali mengiringi kenaikan 
gaji PNS yang setiap tahun terus dinaikkan, karena sudah tidak 
relevan lagi. 
  Akibat dari dampak atau pengaruh perubahan PERPRES I 
NO. 40 Tahun 2006 ke PERPRES RI NO. 47 Tahun 2007 terhadap 
responden yang diteliti menyatakan kurang memuaskan dilihat dari 
segi finansialnya, ini juga akibat dampak perekonomian kita tidak 
menentu dan memprihatinkan terhadap pustakawan yang 
pendapatannya kecil bahkan sangat kecil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
